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ABSTRAK

Fenelitian ini bartujuan untuk mangetahui tingkat pemahaman pegawai keuangan di lingkungan Pemenniah
¥abupaten Solok ternadap Standar Axuntansl Pamernintahan, yang dituangkan dalam Peraturan Femenntan
qomaor 24 tanun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemenntahan. Indikator yang digunakan dalam penslitian
nr adalzh tngkal pemahaman pegawai Keuangan terhadap masing-masing PSAF (Pemyataaan Standar
Akuntang: Pemerintahan), dari PSAP 01 hingga PSAP 11, Pengumpulan data dilakukan dengan
menyebarkan kuisioner kepada 87 responden yang telah ditentukan, untuk memperoleb informasi yang
dioutuhkan. Sampel yang digunakan dalam  peneliian @ ini adalah kepala  subbagian
s« yntansi'penatausahaan keuangan dan Z orang staf subbagian akuntansilpenatausahaan keuangan pada
29 Satuan Kera Perangkat Daerah {SKPD) di Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan analizis
deskriptif untuk memberikan penjelasan yang memudahkan dalam menginterpretasikan hasil analisis labih
anjut. Pengolahan datz daleam penalilian inl menggunakan skala ikert 4 point. Berdasarkan penelitizn inl
dapat diketanui bahwa pada umumnya pegawai keuangan di lingkungan Pemerintzh Kabupaten Solak telzh
cukup paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Krisis nasional bangsa vang diiringi dengan bergulimya reformasi salab satunya
dischabkan oleh kepapalan mengembangkan sistem penyelengparaan negara dan
pembangunan dimana tidak mengindahkan prinsip-prinsip good governance. Seiring
dengan hal tersebut dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah mengeantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok  Pemerintahan  Dacrah.  Schingga  labiv  paradigma baru - dalam
pengelolaan keuangan daerah. dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada
Pemerintah Daerah untuk menvelengearakan semua wrusan Pemenntah,

Cond sovernanee merupakan penyvelengparsan pemerintab yvang solid dan
hertanggung jawab, efisien dan efekiil, akuniabilitas  dan transparansi. Transparans:
berarli keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkait dengan
akiivitas peneelolaan sumber dava kepada pibak-pibak vang membuuhkan informasi.
baik  informasi kevangan maupun  informasi lein yang  akan digunakan  untuk
pengambilan keputusan ckonomi. sosial mavpun politik (Wahyandaru, 2001,

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang  amanah, untuk
memberikan  pertangpungjowaban, menyajikan, melaporkan  dan mengungkapkan
segala akiivitas dan kegiatan vang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pihak
pemberi  amanah vang  memiliki o bak  dan kewenangan  upfuk meminta

pertanpuungiawaban tersebut { Mardiasmeo, 20035 20],



Akuntabilitas publik daerah adalah pemberian informasi dun pengungkapan
stas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah dacrsh kepada pibak-pihak vang
berkepentingan (forum dosen akuntansi sekior publik, 20062 32).

Partisipasi masyaraka! vang seluas-luasnyva telah diberikan oleh pemerintab
pusat melatui otonomi daerab sebagal bagian dan semangat goekd  gewernanee,
Partisipasi masvarakat sangat penting dan dibuuhkan didalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APRD). Karena APBD adalah arsh kebijakan
pemerintah dserah vang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan
daerah (Jagal, 2006),

Pemerintah dalam pengambilan keputusan memerlukan informasi akuntansi
salah salunva berupa laporsn kevangan. Selaku pengelola dana publik maka
Pemerintab Daerah harus mampu menyediskan informasi kewangan yvang diperfukan
secara akurat, relevan, tepat wakin dan dapat dipercaya. Untuk itulah dituntut adanya
sistem informasi vang andal.

Berikut ini terdapat alisan yang  dikotip dari beberapa arbkel, yang
menvatakan bahwa laporan kevangan pemerintah masih buvak terdapar kekurangan-
kekurangan, antara lain sebaga berikut:

|, Badon Pemeriksa Kewsangan (BPK) mengatakan bahwa karena kurangnya

tenaga akuniansi dan manajemen kevangan maka pemerintah doerab tidak
akan mampu menvusun laporan kevangan seeura mandin, sesual dengan
sistem anggaran  dan laporan Kevangan  vang berlaku
i Detikfinanee, 1771 1/ 2008,

Hal di atas juga telah dijelaskan dalam buku Forum Dosen Sektor Publik,
bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintaban {(SAF) membutuhkan

daya dukung teknologi seria sumber dava manusia yang memaliki latar

-



belakang pendidikan akuntansi yung memadai. Padahal beberapa dacrah
belum memilki kesiopam uniuk i, karena masih sangat sedikit jumlah

akuntan atag pegawai vang berpendidikan tinggl akuntanst pemerintahin,

[

lakarta: Sebanyak 72 Laporan Kewsnpsn Pemerintah Dacrah (LKPLY)
mendapal opini disclaimer atau opini tdak memberikan pendapat dengan
alasan buruknya kualitas laporan keuangan, Hal tersebut berdusarkan
laporan BPEK (Kompas, [RAS2004),

Merdasarkan kekurangan diatas secors keseluruhan dapat diketahui balwa
pemahaman pegawai kevangan pemerintah, untuk dapat menyuwsun laporan keuangan
pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan masih perlu ditingkatkan.
Dona 2007y melakukan  penelitian  tentang  Tingkat  Pemahaman  Karyawan
Pemerintah Kota Padong terhadap Stanclar Akuntansi Pemerintahan. Dari penelitian
tersebut diketahwi bahwa pada umumnva Karvawan Pemerintah Daerah Kota Padang
sudah paham 1erhadap Standar Akuntansi Pemerintaban.

Akuntansi sebagai salah satn bidang il vang memberikan penpetahuan
tentang tata carn penpelolaan dan pemanfaatan dana yang akan dapal memberikan
informasi kepada berbagai pihak tentang pelaksanaan kegiatan ckonomi baik oleh
pelaky ekonomi swasta maupun pemerintah sendinl. Untuk menghasilkan informas
skuntansi. suaty orpanisasi atau lembaga perlu menyelenggarakan proses akuntansi
vang formal. maka akivitas proses akuntans: meropakan sesuatu fungsi khusus yang
harus terdapat dalam organisasi vang biasanyva dilakukan ofeh bagian akuntansi
i Dona, 2007).

i akuntansi adalah ilmu yang mencatat kejadian-kejadian ekonomi. Salah
saty kelompok  ilwu akuntansi adalab  akuntansi pemerintzhan.  Akuntansi

pemerintahan mengkhususkan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transasks voang



lerjaci pada badan pemerintahan. adapun tujuan Kegiatannva adalah tidak unmk
mencan laba (Dona, 2007),

Untuk melaksanakon akuntansi pemerintahan maka diperluban suatu standar
akuntimsi vang berlaku di Indonesia, Pemerintah menerbitkan standar ini pada Rabu
mpgal & Juli 2005 dengan nama Standar Akumansi Pemernntaban (SAP) vang
dituangkan dalam Peraturan Pemerinah (PF) Nomor 24 Tahun 2005, Untuk itw
Femerintah  Indonesia  diharapkan memasuki era barn yang transparinsi  dan
akuntabilitas di bidang keuvangan negara  (forum dosen akuntansi sekior publik.
240062 1),

Dadam Standar Akuemansi Pemerintahan dijelaskan bohwa Standar Akunlans
Pemerintaban merupakan prinsip-prinsip penyusunan dan penvajian laporin kewangan
pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintaban disusun oleh suatu komite standar vang
independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintsh Nomor 24 Tahun 2003,
setelgh mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Standar  Akuntanst Pemerintaban yang terdiri dari dard satu kerangka
konseptual dan |1 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Kesebelas
PSAR tersebut adalah:

[, PSAP O Penyajian Laporan Kevangan

2. PSAP 02 Laporan Realisast Anggaran
3, PSAP O3 Laporan Arus kas
4, PSAP 04 Catatan Atas Laporan Kevangan

5 PSAP OS5 Akuntans] Persedian
B PSAP 06 Akuntansi Investasi
7. PSAPO7 Akuntansi Aset Tetap

5. PSAPGR Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan



BAB LIMA

PENUTLUP

= KESIMPULAN

Dilihat dari anatisa data secara keseluruhan dapat disimpualkan schagian besar
pesawal kevangan i lingkungan Pemerintah Daerall Kabupaten Solok sudah
memiliki pengetahuan yang memadai terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, Hal
terschut dapnt dilihat dari pilal rat-rata vang  diperoleh oleh  masing-masing
badan/dinas/kantor seluruh instanst pada Pemerintah Dacrah Kabupaien Solok, pada
umumaya telal paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan,

Berdosarkan  perumusan  masalal, wjuan  penelitian, analisa data dan
pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan dart 11 komponen yang  meneniukan
pemahantan pegawal kevangan di finghungan Pemerintah Daermbh Kabupaten Solok
terhadap StandarAkuntans Pemenntaban vaite sebagai bertkut:

|, Pegawal keusngan di lingkungan Pemerintah Daerab Kabupaten Solok paham

terhadap PSAP No01 tentang Penyajian Laporan Kewangan.

-

Pepawai keuangan di linghkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok paham
PSAT No02 tentimg Laporan Realisasi Anggaran,

Peoawui kevanean di lingkunean Pemerintab Daerah Kabupaten Solok paham
g2 & gEUMY

L]
'

terhadap PSAP Mo3 tentang Laporan Arus Kas.
4. Pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupmen Solok paham

terhadap PSAP No.04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.
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